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ABSTRAK

ASEAN merupakan Organisasi Regional di kawasan Asia Tenggara. Di bentuk
pada tahun 1967 dengan keanggotaan awal berjumlah lima negara, di ASEAN
terdapat prinsip yang dipegang teguh yaitu Prinsip Non-Intervensi. Prinsip ini
terdapat dalam Pasal 2 butir (¢) Piagam ASEAN. Non-Intervensi di ASEAN
merupakan kesepakatan dari negara anggota sebagai bentuk penghormatan
terhadap kedaulatan negara anggota masing-masing dan tidak ikut campur dalam
urusan domestik negara anggota. Mengingat kepentingan masing-masing anggota
dalam mengembangkan negaranya, tidak jarang terjadi ketegangan politik baik di
dalam ataupun luar salzh satunya pada negara Myanmar. Seperti yang sedang
terjadi pada tahun 2021 hingga tahun 2023 saat ini yaitu adanya Kudeva Militer di
mana pasukan militer (Tatmadaw) Myanmar menguasai pemerintahan. Sehingga
memunculkan pertanyaan - Apakah prinsip Non-Intervensi dalam ASEAN
CHARTER masih relevan untuk situasi sekarang ini. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kepada penelitian
kepustakaan dengan cara meneliti bahan primer, sekunder dan tersier. Dan hasil
penelitian ini adalah Prinsip Non-Intervensi dapat dikatakan telah mengeratkan
ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan yang mempunyai perbedaan kultur
maupun oudaya, namun seiring berjalannya waktu prinsip inipun membuat ASEAN
mendapatkan banyak kritik dari dunia internasional, sehingga ASEAN ditekan
untuk dapat mengkaji ulang seperti adanya Construtructive Engagement,
Constructive Intervention, Flexible Engagement, dan Enhanced Interaction.
Penerapan prinsip Non-Intervensi di ASEAN haruslah flexible dan tidak statis
seperti yang ada saat ini dan merujuk pada prinsip Non-Intervensi yang ada dalam
piagam PBB, agar ASEAN dapat lebih mewujudkan perdamaian dan keamanan di
kawasan. Selain itu ASEAN harus secara aktif dan efektif dapat menyelesaikan
permasalahan yang ada kedepannya.

Kata Kunci: ASEAN, Non-Intervensi, Myanmar, Junta Militer.
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ABSTRACT

ASEAN is a regional organization in Southeast Asia. Formed in 1967 with an initial
membership of five countries, in ASEAN there is a principle that is upheld, namely the
Principle of Non-Intervention. This principle is contained in Article 2 point (¢) of the
ASEAN Charter. Non-Intervention in ASEAN is an agreement from member countries as
a form of respect for the sovereignty of each member country and does not interfere in the
domestic affairs of member countries. Given the interests of each member in developing
their country, it is not uncommon for political tensions to occur both inside and outside,
one of which is Myanmar. As is currently happening from 2021 to 2023, namely a military
coup in which Myanmar's military forces (Tatmadaw) control the government. So that it
raises the question of whether the principle of Non-Intervention in the ASEAN CHARTER
is still relevant to the current situation. This research uses normative legal research methods
that focus on library research by examining primary, secondary and tertiary materials, And
the results of this study are the Non-Intervention Principle can be said to have strengthened
ASEAN as a regional organization in a region that has cultural and cultural differences, but
over time this principle has made ASEAN get a lot of criticism from the international

community, so ASEAN is pressured to be able to review such as Constructive Engagement,

Constructive Intervention, Flexible Engagement, and Enhanced Interaction. The
application of the Non-Intervention principle in ASEAN must be flexible and not static as

it is today and refer to the Non-Intervention principle in the UN charter, so that ASEAN

can further realize peace and security in the region. In addition, ASEAN must actively and
effectively solve existing problems in the future

Key: ASEAN, Non-Intervention, Myanmar, Military Junta.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

D1 Kawasan Asia Tenggara terdapat sebuah organisasi regional yang disebut
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).! Organisasi ini terbentuk pada
tahun 1967 yang mana ketika itu lima negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia,
Singapura, Filipina, dan Thailand) melakukan penandatanganan Deklarasi
Bangkok sebagai dasar pembentukan ASEAN. Yang di wakili Menteri Luar Negeri
saat itu, Thanat Khoman mewakili Thailand, Adam Malik mewakili Indonesia, S.
Rajatnam mewakili Singapura serta Narciso R. Ramos mewakili Filipina, Tun

Abdul Razak mewakili Malaysia.>

ASEAN terus berkembang mulai dari keanggotaan yang terus bertambah
menjadi negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia,
Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam hingga kebijakan dan kerja
sama internasional terus dilakukan®. Kemajuan dalam organisasi ini tentu menjadi

Langkah besar yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

! Berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dilaksanakan pada tanggal 5-8 Agustus 1967 di
Thailand.

2 Deklarasi bangkok

3 Di bidang ekonomi, terdapat beberapa kerja sama yang dilakukan, antara lain: (1)
Membangun Pusat Pengembangan ASEAN di Jepang, yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor
negara ASEAN ke Jepang dan menarik lebih banyak investor Jepang ke negara-negara ASEAN. (2)
Menyediakan cadangan pangan. (3) Pelaksanaan proyek-proyek industri, termasuk proyek-proyek
ASEAN Free Trade Area (AFTA), Proyek Urea Aceh, Proyek Pupuk ASEAN, dan Proyek Abu
Soda Garam. ACO, sebuah koperasi ASEAN. Pengembangan sumber daya manusia, perdagangan
budaya dan seni, festival film ASEAN, peningkatan kesejahteraan, dan lain-lain merupakan contoh
kegiatan sosial budaya. Beasiswa untuk studi juga tersedia, dengan Indonesia menawarkan
pendidikan medis, bahasa, dan seni untuk sekelompok mahasiswa ASEAN yang terpilih. Artikel
berjudul "Bentuk-bentuk Kerjasama ASEAN dan Manfaatnya". Baca : Elmi Yuniarti. Editor
Serafica Gischa. Bentuk Kerjasama Antarnegara ASEAN dan Manfaat Bagi Bangsa Indonesia.



Secara implisit telah disebut oleh ASEAN berulangkali tujuan penciptaan
kawasan yang damai, stabil dan netral antar negara-negara di kawasan. Hal ini
dianggap wajar mengingat pada periode awal terbentuknya Asia Tenggara, adalah
salah satu kawasan yang tidak terlepas dari dampak Perang Dingin* sehingga
upaya-upaya untuk meminimalisir pengaruh Perang Dingin terus direncanakan dan
dilakukan. Sampai saat ini, isu keamanan menjadi salah satu isu utama dalam

forum-forum ASEAN.?

Di ASEAN terdapat prinsip yang melekat dalam kehidupan bernegara, yaitu
Prinsip Non-Intervensi yang sudah ada ketika ASEAN didirikan pada tahun 1967.
Dengan ASEAN WAY sebagai norma Diplomatik yang diberlakukan di ASEAN.
Pada pasal 2 Piagam ASEAN berbunyi ‘(e) non-interference in the internal affairs
of ASEAN member states, (f) respect the right of every member state to leads its
national existence free from external interfence, subversion and coersion’. Non-
Intervensi di ASEAN merupakan kesepakatan dari negara anggota sebagai bentuk

penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota masing-masing.

Publish 05 November 2021. https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/05/100000869/bentuk -
kerja-sama-antarnegara-ASEAN-dan-manfaat-bagi-bangsa-indonesia?page=all. Di akses pada 20
September 2022.

“Karena kedekatan geografisnya dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Tiongkok
terdorong untuk menjalin aliansi dengan negara-negara di Asia Tenggara secara lebih agresif sebagai
akibat dari Sino-Soviet Separate (perpecahan yang melibatkan Tiongkok dan Federasi Rusia)
sebagai akibat dari Perang Dingin. Selain itu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berbasis
Teori Domino menciptakan dinamika yang sangat kompleks di Asia Tenggara antara negara-negara
komunis dan non-komunis. Konstelasi politik domestik dan global di kawasan Asia Tenggara
memiliki sifat saling curiga dan sangat menentang campur tangan asing karena setiap negara di
kawasan ini saling menaruh kecurigaan satu sama lain. Baca : Turin Airlangga Prinsip Non-
Interference ASEAN dalam Perang Dingin 1970-1990. Vol 3 No 2 : 2615-7993. Jurnal Pendidik
dan Peneliti Sejarah . 2020. Hlm. 146.

> Ni Komang Desy A P. Stagnasi Confidence Building Measure Sebagai Salah Satu
Instrumen Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara Tahun 1994-2014. Dalam Transformasi Global
Vol 2 No 1. 2015. Him 17




Bila ditinjau menurut sejarah, prinsip ini disepakati oleh anggota saat terjadi
perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang pada saat itu besaing
dalam mempengaruhi politik domestik di Asia Tenggara. Saat ASEAN di bentuk
prinsip ini pun turut dijadikan prinsip yang ada dalam organisasi ASEAN agar
terhindar dari intervensi pihak luar. Namun dewasa ini prinsip Non-Intervensi yang
ada di ASEAN dipandang dapat menghalangi penegakan HAM di Asia Tenggara

terutama bagi negara yang tergabung dalam ASEAN itu sendiri.

Mengingat kepentingan masing-masing negara anggota ASEAN dalam upaya
mengembangkan negaranya sendiri, tidak jarang terjadi ketegangan politik baik di
dalam ataupun luar salah satunya pada negara Myanmar. Seperti yang sedang
terjadi pada tahun 2021 hingga tahun 2023 saat ini yaitu adanya Kudeta Militer di

mana pasukan militer (7Tatmadaw) Myanmar menguasai pemerintahan.

Konflik ini bukan hal baru megingat kudeta yang dilakukan oleh pihak militer
Myanmar sudah terjadi tidak lama setelah kemerdekaan di masa pemeritahan
Perdana Menteri yang berkuasa saat itu U Nu, yang berkuasa sejak Myanmar
merdeka dari negara Inggris sejak 1948 negara ini berbentuk republik dengan nama

Union of Burma dan presiden Sao Shwe Thaik °.

Masa demokrasi di Myanmar tidak berlangsung lama di mulai pada
kemerdekaan tahun 1948 sampai 1958. Ketika pasukan militer melakukan kudeta
pada 1958 di pimpin oleh Jenderal Ne Win dan berakhir tahun 1960. Saat itu tahun

1960 merupakan puncak demokrasi setelah U Nu memenangkan pemilu dengan

® Win min. “Looking inside the burmese military” dalam Asian survey. Volume. 48
Nomor. 6. 2008. Him. 1022.



partai yang bernama Union Party. Tetapi tentu saja hal ini membuat rezim militer
tidak tinggal diam terbukti dengan pasukan militer yang Kembali mengambil alih
pemerintahan di tahun 1962 Kudeta yang berhasil di lakukan oleh pasukan militer

Myanmar sekaligus menandai keruntuhan demokrasi di Myanmar itu sendiri.’

Sejak pasukan militer berkuasa hanya satu partai politik yang di akui yakini
Burmese Socialist Program Party (BsPP) atau lebih di kenal Lenzim.® Banyaknya
peraturan yang diterapkan oleh Jenderal Ne Win menimbulkan ketidakpuasaan

yang di rasakan rakyat Myanmar.

Akibatnya, rakyat Myanmar melakukan protes besar-besaran pada tahun 1988
untuk menyerukan pemulihan sistem demokrasi multipartai dan perubahan dalam
pemerintahan saat ini. Menyusul demonstrasi ini, pada tanggal 18 September 1988,
Jenderal Ne Win mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Jenderal
Saw Maung. BSPP kemudian dibubarkan, dan SLORC (Dewan Pemulihan Hukum

dan Ketertiban Negara) didirikan sebagai Darurat Militer.”

Pada masa pemerintahan Saw Maung, pemilithan umum multipartai diadakan
pada tanggal 27 Mei 1990 untuk memilih anggota parlemen yang dikenal dengan
nama Pyith u Hluttaw dan Undang-Undang Darurat tetap berlaku serta pembekuan
konstitusi tahun 1974. Pemilu ini1 dimenangkan oleh partai oposisi, NLD (National

League For Democracy) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Dengan hasil

" N. A. Englehart. “is regime change enough for burma? The problem capacity” dalam
Asian Survey. Volume 45 Nomor. 4. July. 2005. Hlm. 620.

8 M. A. Firnas. “Prospek Demokrasi di Myanmar” Jurnal Universitas Paramadina. Volume
2 Nomor. 2. 2003. Hlm 132.

9 P. sulistiyanto. Politik Reformasi Ekonomi Dan Demokrasi. Studi Perbandingan Thailand
Indonesia Dan Burma. Prisma LP3ES. Volume 26 Nomor. 5. 1997. Hlm. 22.



pemilu yang diluar prediksi SLORC ini membuat Junta Militer terkejut, bahkan

SLORC pun tidak mengakui hasil pemilu tersebut.

Kudeta militer yang berkuasa di Myanmar sangat berbanding terbalik dengan
Deklarasi Zopfan yang menjunjung tinggi kedamaian. Hal ini tentu menjadi
masalah yang serius mengingat ASEAN juga menganut prinsip Non-Intervensi
yang merupakan prinsip dasar dalam ASEAN, prinsip ini pun awalnya di
implementasikan untuk memastikan keamanan dan stabilitas nasional setiap negara
anggota dengan cara saling menghormati kedaulatan dan saling memahami faham

yang di anut di antara negara anggota.

Jenderal Than Shwe mengambil alih posisi Saw Maung sebagai kepala
pemerintahan. Sebelum pengunduran dirinya, Saw Maung telah mencabut Undang-
Undang Darurat pada tanggal 26 September 1992. Pada tahun 1997, SLORC
mengalami perubahan nama menjadi SPDC (Dewan Perdamaian dan Pembangunan
Negara), dengan tetap mempertahankan sifat otoriter, represif, dan totaliternya.
Militer memandang partai-partai pro-demokrasi sebagai tantangan terhadap

dominasi mereka.

Isu-isu rumit yang muncul di Myanmar merupakan kemunduran bagi ASEAN
karena dianggap tidak mampu menyelesaikan tantangan di lingkup Asia
Tenggara.'® ASEAN dan PBB turut ikut mencoba mempengaruhi Junta Militer agar
melakukan perubahan dengan cara melakukan misi kunjungan kenegaraan. Dalam

kunjungan tersebut, perwakilan ASEAN menyampaikan pandangan mereka tentang

10 Sam Polk. Burma’s Crisis And Indonesia’s Opportunity. Dalam The Indonesian
Quarteky. volume. 36 nomor. 1. Quarter awal 2008. hlm. 93.



pentingnya rekonsiliasi nasional bagi Myanmar.!! Namun, upaya tersebut ditentang
keras oleh pemerintah militer, selain prinsip non-intervensi yang telah disepakati

oleh negara-negara anggota ASEAN.!?

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul : Prinsip Non-Intervensi Dalam ASEAN CHARTER Dihubungkan

Dengan Junta Militer Di Myanmar.

B. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah prinsip Non-Intervensi dalam ASEAN CHARTER masih relevan

untuk situasi sekarang ini?

C. TUJUAN
1. Untuk mengetahui apakah prinsip Non-Intervensi dalam ASEAN

CHARTER masih relevan untuk situasi sekarang ini.

D. KERANGKA TEORI
1. Teori Kedaulatan Negara

Menurut Teort Kedaulatan Negara dari Jean Bodin, Negara
memiliki wewenang untuk memberlakukan hukum dalam batas-batas
dan/atau ruang lingkupnya. Pelaksanaan hukum bersifat permanen, orisinal,
bulat, dan tidak dibatasi dalam pengaturan internal dan eksternal.

Andrew Altman dan Christopher Heath Wellman memberikan
konteks untuk definisi kedaulatan eksternal dalam Teori Kedaulatan

Negara. Argumen mereka menyatakan bahwa kedaulatan negara akan terus

Fautinus Andrea. “Southeast Asia and East Asia Strategic Environment: Myanmar's
ASEAN and the Korean Peninsula Crisis”. Analisis CSIS. Volume 35 Nomor 2. 2006. Him 185.

12 Ketika ASEAN berdiri prinsip non intervensi adalah salah satu prinsip yang di pegang
teguh dan di hormati oleh negara anggota hal ini tertulis pada pasal 2 ASEAN Charter.



menjadi penting bagi perkembangan hukum internasional. Mereka
memperluas cakupan hubungan hukum antara negara dan warga negaranya
dengan memperhitungkan adanya standar global yang berdampak pada
otoritas hukum suatu negara dengan munculnya intervensi kemanusiaan dan
kewajiban untuk melindungi dalam lingkup hukum internasional dan
hubungan internasional.'?
2. Monisme-Dualisme
Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan
topik kontroversi yang serius, pada tingkat filosofis ada dua teori yang
menonjol untuk memperjelas hubungan antara hukum internasional dan
hukum nasional, terutama sebagai berikut;
a. Monisme
Teori ini pada dasarnya berasal dari aliran hukum alam'* yang
didirikan oleh Hans Kelsen '°, yang menckankan bahwa legislasi
internasional memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam hubungan antara
sistem hukum internasional dan nasional. Namun, pada akhirnya,
aturan-aturan ini berlaku untuk semua orang dan menjadi standar dasar

untuk semua hukum.'®

13 Lihat, Altman, Andrew. Wellman, International Justice. Oxford: Oxford University
Christopher Heat. (2011). 4 Liberal Theory of Press. h. 45

14 Cali. Otoritas Hukum Internasional: Kepatuhan, Penghormatan, Dan Sanggahan. Oxford
University Press. 2015. HIm 138.

15 Filsuf ternama dari Austria.

16 Sugeng Istanto. International Law. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
2010. Hlm 8.



Hersch Lauterpacht!’ adalah seorang penganut monisme yang
sangat berdedikasi, yang mengklaim bahwa tatanan konstitusional yang
lebih tinggi dapat lebih baik dalam melestarikan norma-norma dan nilai-
nilai hukum dasar, khususnya di bidang hak asasi manusia'®. Gagasan
Monisme berbicara tentang peraturan internasional yang secara alamiah
dimasukkan ke dalam hukum nasional di luar kebutuhan akan
transposisi tambahan!®. Menurut teori ini, pertimbangan idealis dan
moral membuat hukum internasional lebih unggul daripada hukum
domestik. Lauterpacht secara khusus meragukan gagasan-gagasan
seperti Non-Intervensi atau kemerdekaan.

Kelompok ini memberikan penekanan yang kuat pada
pengembangan prinsip-prinsip umum manusia sebagai penopang utama
norma-norma hukum umum, sehingga dapat dikatakan bahwa perspektif
ini menandai kemunculan ajaran hukum alam.?

b. Dualisme

Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional
merupakan dua sistem yang berbeda yang hidup berdampingan dengan
sendirinya. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa legislasi

internasional dan sistem hukum negara-negara mewakili dua jenis

17 Sir Hersch Lauterpacht QC pengacara berkebangsaan Polandia-Britania serta hakim
Mahkamah Internasional.

'8 H. Lauterpacht & L. Oppenheim, International Law: A Treatise, Longmans Green.
London. 1955. Hlm. 36.

19 Simon Butt, “The Position of International Law Within The Indonesian Legal System”
Emory International Law Review 28 (1). 2014. hlm. 5.

20 Jawahir T. Hukum Internasional Kontemporer (contemporary international law). Refika
Aditama. Bandung. 2006. Hlm. 81



tatanan yang berbeda dan independen secara hukum karena memiliki
asal-usul yang berbeda, mengatur jenis hubungan yang berbeda, dan
memiliki jenis hukum yang berbeda. Oleh karena itu, kedua teori
tersebut dipandang secara substansial independen satu sama lain, tidak
ada yang dapat mengklaim kekuasaan. Ketika legislasi internasional
diintegrasikan ke dalam legislasi domestik oleh pemerintah, hal ini
dianggap sebagai bentuk kekuasaan negara dan bukannya hukum
universal yang masuk ke dalam arena domestik.

Secara praktis, jika pengadilan di negara dualisme memperdebatkan
suatu masalah dan terdapat ketidaksesuaian antara hukum internasional
dan hukum domestik, pengadilan akan (tanpa memperhatikan instruksi

pemerintah) menggunakan hukum domestik.

E. MANFAAT
1. Manfaat teoritis :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari
segi ke ilmuan hukum baik secara nasional maupun internasional terhadap
Prinsip Non-Intervensi di ASEAN di hubungkan dengan Kudeta Militer di
Myanmar. Selain itu, penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi sumber
literatur untuk penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat praktis :
a. Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus Progam
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Kekhususan Hukum Internasional serta dapat Memahami Konsep
Pengakuan dan Kedudukan Hukum Subjek Internasional.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan
ASEAN khususnya Indonesia dalam mengambil Langkah menyikapi

kudeta militer yang terjadi di Myanmar.

F. METODE PENELITIAN
Metode ilmiah digunakan dalam penelitian untuk mempelajari,

21

menemukan, dan mengembangkan pengetahuan.”" Metode penelitian juga

merupakan metode yang sistematis guna Menyusun suatu ilmu pengetahuan.
1. Jenis penelitian
Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum
normatif, yang berkonsentrasi pada penelitian kepustakaan dengan melihat
sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini mengeksplorasi
ide-ide dan prinsip-prinsip ilmu hukum yang melahirkan hukum positif.?2
Penulis disini melakukan penelitian dengan cara mencermati
undang-undang, karya ilmiah, fextbook, ataupun jurnal yang berkaitan
dengan pokok bahasan penelitian atau bisa disebut mencermati data-data
kepustakaan atau bahan sekunder.
2. Pendekatan penelitian
Ada lima cara yang berbeda untuk mendekati proyek penelitian hukum:

pendekatan kasus(case approach), pendekatan undang-undang (statute

2 Sutrisno Hadi. Metode Penelitian Jilid 1. Yogyakarta: Andi, 2001 hlm. 5.
22 7ainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta 2013 hlm. 23-25.
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approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach).?

Penulis menggunakan metode perundang-undangan, yang akan
dilakukan dengan melihat aturan-aturan atau undang-undang yang terkait
dengan pokok bahasan atau topik yang diteliti. Selain itu melakukan
pendekatan konseptual (conceptual approach) yang mana melihat aturan-
aturan yang sesuai dan tidak bertolak belakang dengan aturan yang sudah
ada sebelumnya dengan itu disini penulis berpedoman atau berdasarkan
pada doktrik-doktrin yang sudah ada sebelumnya maupun pandangan ilmu
hukum yang terus berkembang guna menghasilkan konsep maupun asas
yang relevan dengan bahasan yang sedang dikaji sehingga mendapatkan
solusi yang berarti.

Terakhir penulis melakukan pendekatan sejarah (historical
approach) guna mempelajari latar belakang perkembangan aturan hukum
atau tema yang sedang dibahas. Dengan tujuan dapat mengungkap dasar
filosofis dan pola pikir ynag berdasarkan perkembangan waktu atau periode

tertentu.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum pada penelitian sebagai berikut;

132-133.

23 Peter Mahmud M. Penelitian hukum : edeisi revisi. Prenada media. Jakarta. 2016. Hlm.
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a. Dokumen hukum primer adalah pernyataan yang telah diberi kualitas
hukum oleh badan pemerintah, seperti rancangan undang-undang
parlemen, keputusan pengadilan, termasuk aturan eksekutif atau
administratif.?*

Sumber-sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam
pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional meliputi konvensi-konvensi
internasional, norma-norma internasional, prinsip-prinsip hukum umum
yang diakui oleh negara-negara beradab, serta keputusan-keputusan
pengadilan dan doktrin-doktrin dari para akademisi hukum terbaik di
dunia. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer peneliti
menggunakan;

1. Deklarasi ASEAN 1967

2. TREATY OF AMITY AND COOPERATION (TAC)

3. Piagam ASEAN (Asean Charter 2007)

4. Piagam PBB (UN Charther 1945)

5. Zone of Peace, Freedom and Neutrality 1972 (ZOPFAN)

b. Bahan hukum sekunder yaitu karya para sarjana yang berkaitan dengan
sumber hukum primer. Termasuk buku-buku, hasil penelitian, artikel
ilmiah dan topik-topik yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang penelitian untuk

melengkapi sumber hukum lain dengan menyediakan informasi atau

241 Made Pasek D. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.
Percetakkan Prenada Media Group, Jakarta. 2017. hlm 144.
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keterangan mengenai pokok masalah penelitian untuk memperjelas
objek penelitian. Dapat berupa surat kabar, artikel, buku sejarah, kamus
hukum atau kamus Bahasa asing serta laporan dari media cetak maupun

media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, menggunakan metode
studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber hukum yang berasal
dari peraturan internasional, buku, maupun jurnal ilmiah dan pendapat para
ahli hukum yang sudah diakui serta menafsirkan sumber hukum tersebut

untuk menjawab rumusan masalah penelitian.?

Pengumpulan sampel data dilakukan dengan cara pengelompukan

berdasarkan hierarki bahan hukum untuk di analisi secara mendalam.

S. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan cara atau teknik analisis deskriptif kualitatif,
dimana penulis memperinci masalah dalam penelitian secara konseptual
dengan metode kepustakaan?® kemudian malkukan analisis dalam bentuk

kesimpulan.

25 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta, Bandung. Tahun
2010. Hal. 206

26 Subandi. Deskripsi Kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukkan. Dalam
jurnal Harmonia, Volume. 11. Nomor. 2. 2011. hal. 174
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6. Penarikan Kesimpulan
Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara
penarikan kesimpulan secara deduktif, dimana peneliti menafsirkan hukum

dari hal umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.
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